MODUL | PENGENALAN DATA DAN PETA
| PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan Belajar 1. Pengenaalan Data dan Peta Fisik Wilayah

Data fisik penatagunaan tanah yang dipraktikan adalah data administrasi dan
tempat penting, data penggunaan tanah dan data kemampuan tanah. Ketiga data ini
dikumpulkan dalam rangka pembuatan peta-peta administrasi dan tempat penting,
penggunaan tanah dan kemampuan tanah. Dengan mengetahui data batas administrasi
dan tempat-tempat penting selanjutnya dibuat peta administrasi dan tempat penting,
data penggunaan tanah dijadikan peta penggunaan tanah dan data kemampuan tanah
untuk membuat peta kemampuan tanah.

Untuk membuat peta-peta tersebut, diperlukan peta dasar yang berasal dari
peta topografi, peta rupa bumi, maupun peta hasil interpretasi foto udara maupun citra
satelit yang selanjutnya di delineasi. Peta dasar ini berisi data jalan, sungai, rel kereta
api, dan tanda-tanda alam lainnya seperti kondisi topografi wilayah. Peta dasar inilah
yang digunakan untuk melakukan pemetaan di lapangan sesuai dengan tujuan

pembuatan jenis petanya masing-masing.

1. Peta Administrasi dan Tempat Penting
Peta Administrasi dan Tempat Penting adalah peta yang menggambarkan
batas-batas administrasi wilayah, letak sarana dan prasarana pelayanan umum dan
pelayanan sosial. Prosedurnya adalah membuat peta kerja berdasarkan peta dasar
yang harus memuat unsur-unsur dasar seperti : batas administrasi wilayah, jalan,
rel kereta api, sungai, saluran irigasi, danau, waduk, rawa, dan unsur alam lainnya.

Data batas administrasi wilayah diperoleh dari data sekunder dari instansi yang



berwenang tergantung dari Peta Administrasi Wilayah apa, seperti Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Padukuhan. Peta administrasi
ini berisi batas administrasi wilayah:

Untuk Peta Administrasi Provinsi berisi Batas Kabupaten dan Kecamatan;

Untuk Peta Administrasi Kabupaten berisi Batas Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
Untuk Peta Administrasi Kecamatan berisi Batas Kelurahan/Desa

Untuk Peta Administrasi Kelurahan/Desa berisi Batas Padukuhan

Untuk Peta Administrasi Padukuhan berisi Batas RW dan RT.

Untuk melakukan plotting informasi tempat-tempat penting, terlebih
dahulu di plot tempat-tempat penting yang berasal dari data sekunder dari berbagai
instansi terkait. Caranya plot terlebih dahulu satu jenis tempat penting di peta
kerja, selanjutnya berdasarkan plotting tempat penting tersebut dilakukan ploting
tempat-tempat penting lainnya pada peta kerja. Setiap jenis tempat penting
dibedakan menggunakan warna atau bentuk symbol (Lihat pedoman pada NSPK

Pemetaan Tematik Pertanahan Tahun 2012)

. Peta Penggunaan Tanah

Peta Penggunaan Tanah adalah peta yang menampilkan wujud tutupan
permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
Data penggunaan tanah yang dikumpulkan untuk membuat peta penggunaan tanah
terdiri dari data jenis-jenis penggunaan tanah di lapangan.

Data jenis penggunaan tanah didelineasi yang bersumber dari citra satelit.
Delineasi dilakukan Kklasifikasi secara visualisasi maupun klasifikasi yang tidak
divisualisasi secara langsung. Dari poligon-poligon penggunaan tanah ditentukan
sampel yang akan dicek di lapangan (ground check), yaitu polygon-poligon
penggunaan tanah yang ragu-ragu atau bahkan tidak diketahui sama sekali pada
saat diinterpretasi.

Untuk peta berskala menengah dan kecil (1:50.000 dan 1:100.000),

pengamatan lapangan dapat menggunakan metode ground check dimana lokasi



sampel saja yang harus diamati. Untuk peta berskala besar (>1:25.000)
pengamatan dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode ground check dan
sensus sitematis dimana untuk daerah yang padat harus dilakukan survai lebih
sering. Caranya adalah pertama-tema mencari titik pasti di lapangan yang sesuai
dengan tanda-tanda yang ada pada peta dasar dan tampak pada peta citra satelit
yang akan disurvai. Titik tersebut ditetapkan sebagai titik awal pengamatan untuk
menjelajah lapangan. Sebagai contoh misalnya simpang jalan, jembatan,
mercusuar, dan lainnya yang khas terlihat nyata. Selanjutnya menentukan arah dan
pergerakan untuk mengamati lapangan yang disesuaikan dengan rencana jalur

jelajah pengamatan wilayah yang telah disiapkan.

3. Peta Kemampuan Tanah
Peta Kemampuan Tanah adalah peta yang menggambarkan karakteristik
fisik tanah yang meliputi lereng (kemiringan tanah) dan kualitas medan yang
terdiri dari kedalaman efektif tanah, tekstur tanah faktor drainase, factor erosi,
dan faktor pembatas. Data lereng dihitung dalam satuan persen dimana setiap
kemiringan tanah dengan sudut 45° egivalen dengan besaran lereng 100 %.

Contoh : Lereng 0-2%
2-8 %

8-15 %

15-25 %

25-40 %

>40 %

a. Peta Lereng
Membuat peta dasar yang bersumber dari Peta Topografi atau Peta Rupa
Bumi, yang harus dicantumkan adalah fakta geografis yang terdiri dari :
kampung, jalan, titik tertinggi, rawa, sungai beserta anak sungainya. Penarikan
batas lereng pada peta dasar, dibuat dengan mengukur jarak transis (kontur)
pada Peta Topografi atau Peta Rupa Bumi mengikuti rumus sebagai berikut:



C1x100

d = - x 1000 mm
LxS
Keterangan :
d = jarak antara garis kontur
Cl = interval kontur (m)
L = lereng (dalam %)
S = besaran skala

(Contoh : untuk skala 1 : 5000, maka S = 5000)
Untuk transis (kontur) yang padat dihitung selisih antara 5 kontur, sedang yang
jarang dihitung selisih antara 2 kontur
Contoh : Menghitung jarak transis pada Peta Topografi Skala 1 : 5.000 dan
interva kontur 2,5 m.
Berdasarkan rumus di atas diperoleh perincian jarak transis (kontur) setiap kelas
lereng shb:
Dari peta garis kontur, diukur jarak antara dua garis konturnya sama dengan 2,5
cm dengan skala 1 : 5.000, maka dapat dihitung lerengnya dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

Untuk jarak transis 2,5 cm, maka lerengnya :

25m x 100 250 cm x 100
25CM = —-memmemeemeeeeeeeee- atau = mmmemmemmemeeeeeeeee- =2%
L x 5.000 2,5cm x 5.000
Untuk jarak transis 1 cm, dengan skala 1 : 5.000, maka lerengnya :
2,5m x 100 250 cm x 100
1CM = —mememmemeemeeeeeee atau L = ---mmemmmmmeeeee- =5%
L x 5.000 1 cm x 5.000
............... dst .o



Jarak Transis (mm)

Kelas Lereng

No.
1.

Tabel Jarak Transis Tiap Kelas Lereng

> 25

6,25 - 25

0-2%
2-8%

3,3-6,25
2,0-3,3

1,75-2,0
1,25-1,75

8-15%
15-25%
25-30 %
30-40%

2.
4.
5.
6.

<125

> 40 %
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b. Peta Kualitas Medan terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu :
1. Kedalaman Efektif Tanah : A = lebih dari 90 cm

B=60-90cm
C=30-60cm
D=<30cm
2. Tekstur Tanah : 1 =Halus
2 = Sedang
3 = Agak Kasar
4 = Kasar

3. Drainase : a = Tidak Pernah Tergenang
b = Tergenang Periodik
¢ = Tergenang Terus Menerus
4. Erosi: T =Tidak ada erosi
E = Ada erosi
5. Faktor Pembatas : Bt = Berbatu-batu
Rw = Rawa
Gr = Bergaram

Contoh : D2aT :
Bt
Kedalaman Efektif kurang dari 30 cm,

Tekstur sedang
Drainase tidak pernah tergenang,
Tidak ada erosi,
Permukaan tanah berbatu-batu
Selanjutnya Peta Kemiringan Tanah (Lereng) dan Peta Kualitas Medan digabungkan

menjadi Peta Kemampuan Tanah seperti contoh di bawah ini.



PETA KEMAMPUAN TANAH

No 29-30BB 2 .LAMONAE
23laT

34 EEd e 37 ElCY “o
TAMNAH DIT JEN AGRARIA OEF DAL AM Nzn-u-
FAKTOR PEMBATAS
BERBATU - BATU , BATUAM zunArA- (Ps =PASIR
I BATYU SAaBAK) As ~AIR ASIN TL = TANAW LONGSOR

2. Kegiatan Belajar 2. Pengenalan Data Sosial Ekonomi Wilayah

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah merupakan penentu
pola maupun kecenderungan penggunaan tanah di daerah itu. Bisa dikatakan juga
bahwa pola penggunaan tanah di suatu daerah merupakan resultante antara
kegiatan sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut dengan faktor fisiknya.
Data sosial ekonomi daerah, juga dibutuhkan untuk melengkapi data fisik daerah
tersebut. Oleh karenanya tujuan dari penyajian data sosial ekonomi adalah untuk
lebih dapat memahami pola dan kecenderungan penggunaan tanah di daerah, dan
bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kegiatan di
daerah tersebut.

Banyak sekali data sosial ekonomi yang bisa digali dari suatu wilayah,
namun beberapa yang penting antara lain adalah:

1. Daftar Isian Wilayah

2. Daftar Isian Gross Product Wilayah



Data sosial ekonomi ini pada dasarnya isinya sama, dikumpulkan berdasarkan
tingkat wilayahnya apakah Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/
Desa, dan yang paling rendah Tingkat Padukuhan. Sebagai contoh pada praktik ini
adalah pengumpulan data sosial ekonomi tingkat desa sehingga yang digunakan
adalah Daftar Isian Desa dan Gross Puduct Desa. Untuk Daftar Isian Desa, diisi
berdasarkan data monografi desa atau data potensi desa. Bisa juga diisi
berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Penghitungan Gross Product Desa selain mengisi data yang ada di desa juga harus
dihitung oleh pengumpul data berdasarkan daftar isian yang sudah ada. Contoh
Daftar Isian Desa dan Daftar Isian Gross Product Desa dapat dilihat seperti pada

daftar isian-daftar isian berikut ini.



DAFTAR ISIAN TINGKAT DESA

DESA
KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

10



Desa
Kabupaten
Kecamatan

Provinsi

LUAS , JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

Jumlah KK

Jumlah Penduduk (jiwa)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Km?2)

10. e

11, s

12, s

130 e,

11




BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT UMUR

Dusun

Banyaknya Penduduk menurut kelompok umur (jiwa)

<5th

10-14

15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44

4549 | 50-54

260 th

Total
(jiwa)

10

11

12

13

14

15

Jumlah

Y01 0] o 1= S

Banyaknya Tenaga Kerja: 1. Penduduk Usia Kerja (15 — 60 tahun)

2. Penduduk yang masih sekolah
3. Banyaknya Tenaga Kerja (1) —(2)

12




BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Laki-laki (jiwa)

Perempuan (jiwa)

Total (jiwa)

<5th

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

13



BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Mata Pencaharian Pokok

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1. Petani

2. Buruh Tani

3. Nelayan

4. PNS/Guru/ABRI

5. Pedagang

6. Pengusaha/Wiraswasta

7. Jasa Bangunan

8. Jasa Lainnya

9. Pegawai Swasta

10. Pengrajin

14




Banyaknya Penduduk Menurut Agama:

No. Agama Banyaknya (Jiwa) Keterangan
L Slam | e
2. Kristen

3. Katholik

4 Hindu

5 Budha

6 Aliran Kepercayaan

SUMDbBEr: oo



BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1. Belum Sekolah (< 5 tahun)

2. Tamat SD/sederajat

3. Tamat SLTP/sederajat

4. Tamat SLTA/sederajat

5. Lulus D.1

6. Lu;us D.2

7. Lulus D.3

8. Lulus S-1 /sederajat

9. Lulus S-2

10. Lulus S.3

11. Tidak Tamat SD

Jumlah

16




JENIS PENGGUNAAN TANAH

Jenis Luas (ha) Jenis Luas (ha) Jenis Luas (ha)
Pengunaan Tanah Pengunaan Pengunaan
Tanah Tanah
Perkampungan 5. Tanah Kering 9. Perairan
a. Kampung | ... a.Tegalan | ........... Darat
b. Lapangan | ... b.Ladang | .......... a. Kolam Air
OR/Taman | ... Tawar
c. Kuburan/Pem b. Tambak
akaman c. Waduk &
Danau
Industri 6. Kebun 10. Hutan
a. Industri a. Kebun a. Hutan
Pertanian | seeeeeeeees Campuran | e Lebat
b. Industri Non b. Kebun Buah- b. Hutan
Pertanian | " buahan | Belukar
Pertambangan 7. Perkebunan 11. Tanah
a. Pertambangan a. Perkebunan Terbuka
Terbuka ............ Besar ............ a'Tanah
b. Pertambangan b. Perkebunan Tandus/
Tertutup | Rakyat | " Rusak
b. Land
Clearing
Persawahan 8. Padang 12. Lain-lain
a. Sawahlrigasi | ... a. Padang a.Jalan
b. Sawah Tadah Rumput | s b. Saluran/
Hujan | ... b. Alang-alang | =eeee Sungai

Sumber :

17




Gambaran Umum Status Penguasaan/Pemilikan Tanah

Status Penguasaan/Pemilikan

Tanah

Luas (ha)

Banyaknya
(Bidang)

Keterangan

1. Tanah Milik Sudah
Bersertipikat
a. HAT berskala kecil
(Hak Milik)
Hak Guna Usaha

o T

d. Hak Pengelolaan

Hak Guna Bangunan

2. Tanah Milik Belum
Bersertpikat (HMA)

Tanah Negara yang
Dikuasai
a. Tanah Kehutanan

Tanah Pertambangan

b.

c. Tanah Militer

d. Tanah Instansi
Pemerintah (HP)
Tanah Milik Desa
Tanah Milik
Yayasan/Wakaf

]

4. Tanah Negara Bebas

Jumlah

Sumber :

18




Banyaknya Sarana Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Jenis Sarana Pendidikan

Dusun

TK SD

SLTP SLTA

PERGURUAN
TINGGI

1 (2|3 ]|4

10

11

12

13

14

15

Jumlah

Ketera | 1=Jumlah

ngan:

Sekolahan kelas

2= Jumlah Lokal/ | 3 =Jumlah Guru 4 = Jumlah

Murid

Sumber :

19




Banyaknya Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dusun

Jenis Sarana Kesehatan

Tenaga Kesehatan (orang)

Puskesmas

Puskesmas
Pembantu

Poliklinik

Tempat
Praktek
Doter

Tempat
Praktek
Bidan

Dokter

Mantri
Kesehatan/
Perawat

Bidan

Dukun
Bersalin

10

11

12

13

14

15

Jumlah

Sumber :

20




Banyaknya Sarana Peribadatan

Dusun

Jenis Sarana Peribadatan

Mushola

Gereja
Kristen

Gereja
Katolik

Vihara

Pura

10

11

12

13

21




Banyaknya Fasilitas Olahraga

Dusun

Jenis Fasilitas Olah Raga

Lapangan
Sepak
Bola

Lapangan
Bola
Volley

Lapangan
Bola
Basket

Lapangan
Bulu
tangkis

Lapangan
Tenis

GOR

Kolam
Renang

10

11

12

13

14

15

Jumlah

22




Banyaknya Sarana Perekonomian dan Lembaga Keuangan

Dusun

Jenis Sarana Perekonomian dan Lembaga Keuangan

Pasar
Hewan

Toko

Kios &
Warung

Bank/ BKD

Koperasi /
KUD

10

11

12

13

23




Banyaknya Sarana Hiburan dan Pariwisata

Dusun

Jenis Sarana Hiburan dan Pariwisata

Losmen/
Penginapan

Bioskop

Rumah
Makan

Tempat
Rekreasi

Gedung
Kesenian

Panggung
Hiburan

10

11

12

13

14

15

Jumlah

24




Banyaknya Sarana Perhubungan/Transportasi

Dusun

Jenis Sarana Transportasi Darat

Kendaraan umum

Kendaraan Pribadi

Bus/
Minibus

Taksi

Truck/
Pick-up

Dokar/
Delman

Becak

Bus/
Minibus

Sedan/
Jeep

Truck/
Pick-up

10

11

12

13

14

15

Jumlah

SUMDEE & et
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Prasarana Perhubungan dan Transportasi

Jenis Prasarana Perhubungan

Banyaknya/Panjang (buah ; km)

1. Jalan

1.1.Jalan Aspal

1.2. Jalan Batu/Makadam

1.3. Jalan Tanah

1.4. Gang/Lorong

2. Terminal/Pangkalan

2.1. Bus/Minibus

2.2. Taksi

2.3. Truck

2.4. Delman/Bendi

2.5. Becak

2.6. Ojek Motor

3. Stasiun Kereta Api

4. Bandar Udara

5. Pelabuhan Laut

Sumber: ..o,

26




Banyaknya Rumah Penduduk

Dusun

Jenis Rumah

Permane

Semi
Permanen

Non
Permanen

Berlantai >2

Jumlah

10

11

12

13

14

15

Jumlah

SUMDBEE oo

27




LUAS , JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

Dusun

Luas (Ha)

KK

Jumlah Penduduk (jiwa)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kepadatan
Penduduk
Jiwa/km2

10

11

12

13

14

15

Jumlah

28



JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Kelompok Umur

Dusun
0-5| 6-10|11-1516-20 |21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50| 51-55| 56-60| 61-65 | >65 | Jumlah

O T e [ [ [ [ T e

0 I S [ e e e [ i N[O SRR [,

1 T e [ [ [ [ A TTYVR [UUUE

1 O T e [ [ e [ O (OO

1 T e O O [ o O OO T

T [ s [ [ [ [ [ (OO

1o ) = P O I [ O O (OO O EPUUR

SUMDEE & et
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DAFTAR ISIAN DAN HITUNGAN

GROSS PRODUCT DESA
(PENDAPATAN KOTOR TINGKAT DESA)

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

30



Desa
Kabupaten
Kecamatan
Provinsi

GROSS PRODUCT DESA

1. Sektor Pertanian

1.1. Pertanian Rakyat/Tanaman Bahan Makanan

Jenis Tanaman

Luas Panen
(satuan Ha,
batang)

Hasil rata-rata
per satuan (Kw,
butir)

Total produksi
satu tahun (Kw)

Harga per
kw
(x Rp.1000,-)

Nilai
Produksi
(X Rp.1000,-)

1. Padi sawah

2. Padi gogo

3. Jagung

4. Kacang tanah

5. Kacang hijau

6. Kacang panjang/Lainnya

7. Kedelai

8. Ketela pohon

9. Ketela rambat

10. Tembakau

11. Tebu/gula

12. Lombok

13. Bawang

14. Melon/Semangka

15. Panili

16. Rosela

17. Bunga-bungaan

18. Sayur-sayuran

S T PO IR rUR PRSP [P UR PR
7 T (P U U PRI IO
Jumlah Nilai Produksi
Persentase Sub Sektor Pertanian Rakyat Terhadap Gross Product Desa
SUMDbBEr & e
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1. Sektor Pertanian

1.2. Perkebunan Rakyat/Tanaman perkebunan

Jenis Tanaman

Satuan
Produksi

Hasil rata-rata
per satuan

Total produksi
dalam satu tahun

Harga per satuan
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp. 1000,-)

1. Kelapa
a. Buah
Kelapa

b. Gula
Kelapa

2. Kopi

3. Cengkeh

4. Coklat

5. Karet

6. Buah-buahan
a. Mangga

b. Rambutan
¢. Durian

d. Duku

e. Kelengkeng

f. Pisan

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Pertkebunan Rakyat Terhadap Gross Product Desa

SUMDBEI & oo
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1. Sektor Pertanian

1.3. Sub Sektor Kehutanan

Jenis Tanaman

Satuan

Hasil rata-rata
per satuan
(Kw, butir)

Total produksi
dalam satu
tahun (Kw)

Harga per kw
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp.1000,-)

Kehutanan

a. Kayu Bangunan
b. Kayu Bakar

c. Arang

d. Perburuan

Hutan Rakyat
a. Kayu Bangunan
b. Kayu Bakar

c. Arang

Pekarangan/Tegalan
a. Kayu Bangunan
b. Kayu Bakar

c. Arang

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Kehutanan Terhadap Gross Product Desa

SUMDEN & oo
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1. Sektor Pertanian
1.4. Sub Sektor Peternakan

Jenis Ternak

Jumlah Jumlah

tahun ini tahun lalu

Pertambahan

Harga per-ekor
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp.1000,-)

1. Ternak Besar

a. Sapi/Lembu
b. Kerbau

¢. Kuda

d

2. Ternak Kecil
a. Kambing

b. Domba

c. Babi

d. Kelinci
3. Unggas

a. Ayam

b. Itik

c. Entok

d. Angsa

Produksi dalam
bentuk lain
Selama tahun
penelitian

Harga rata-rata per-satuan

(Rp x 1000)

Nilai Produksi
(Rp. X 1000)

4. Susu

5. Telur

6. Daging

7. Kulit

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Peternakan Terhadap Gross Product Desa

Sumber: ......cccoee.
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1. Sektor Pertanian
1.5. Sub Sektor Perikanan

Hasil rata-rata Total produksi

Jenis Produksi

Perikanan

Jumlah
Satuan

per satuan/bulan,
musim (Kw)

dalam satu
tahun (Kw)

Harga per kw
(x Rp.1000,-)

Nilai Produksi
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1

. Ikan Kolam

N

. Minapadi

. Ikan Tambak

4

. Ikan Sungai

. lkan Karamba

. Ikan Laut

. lkan Hias

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sub Sektor Kehutanan Terhadap Gross Product Desa

SUMDEL & e,
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2. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian

Jenis Produksi Hasil rata-rata Total .
. Harga per Nilai
Pertambangan | Jumlah | persatuan/ produksi .
. T m3 Produksi Keterangan
dan Bahan Galian | Satuan hari, minggu, | dalam satu
(x Rp.1000,-) | (x Rp.1000,-)
bulan (m3) tahun (m3)
R o T | o S U IR UUUR ISR
2.Batu Bangunan | .cccceeee | i | i | e | v,
3.BatuKapur | i | e | e | e | e,
4. BatuBata/ | i | i | e | e | e
Batako
T NP PP POTPORTOUUPOR IR PP EPOOOTOPPPRRRRPPN
Jumlah Nilai Produksi |
Persentase Sektor Pertambangan dan Bahan GalianTerhadap Gross
Product Desa | e
SUMDET e
3. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat
. Jumlah Hasil rata-rata Total . Nilai
Jenis produksi Harga per kw ) Kete-
Produksi Industri Satuan per satuan dalam satu (x Rp.1000,-) Produksi rangan
Usaha (buah) ’ (x Rp.1000,-)

tahun (buah)

. Penggilingan Padi

. Gerabah/Keramik

. Kerajinan kulit

. Kerajinan Logam

. Kerajinan Bambu

. Kerajinan Ukir/Lukis

. Anyam-anyaman

VINOUN|PWIN|R

. Industri Tenun/
Batik

9. Konveksi/Garment

10. Industri Genteng/
Ubin

11. Barang-barang
Makanan

12. Meubelair/Perabot
Rumah Tangga

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Terhadap Gross Product

Desa

V1001 oY= G
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4. Sektor Bangunan dan Konstruksi (Bangunan yang dibuat selama tahun penelitian)

Jenis Bangunan

Jumlah
Satuan
Usaha

Harga rata-rata
per satuan
(x Rp.1000,-)

Harga
seluruhnya
(x Rp.1000,-)

Persentase
Jasa
Bangunan
(%)

Nilai Jasa
Bangunan
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1. Bangunan Desa

a. Gedung

b. Gorong-gorong

c. Jembatan

d. Perbaikan Jalan

e. Saluran Pengairan

f. Tower/PAM

2. Bangunan Perorangan

a. Rumah Permanen

b. Rumah Semi
Permanen

c. Rumah Non
Permanen

d. Kandang

3. Bangunan Lain-nya

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Bangunan dan Konstruksi Terhadap Gross Product Desa

SUMDBEI & oo
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5. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Macam Usaha

Jumlah
Satuan
Usaha

Volume
perdagangan
rata-rata per

satuan
(x Rp.1000,-)

Persen
rata-rata
pendapatan
(%)

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1. Hotel

2. Penginapan/Losmen

3. Rumah Makan/Restoran

4. Warung/Kios

5. Toko Kelontong

6. Perdagangan Hasil bumi

7. Toko Elekytronik

8. Toko Onderdil Motor

9. SPBU/Agen BBM

10, i

11

120

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap Gross Product Desa

Y V1] o Y=T SRR

38




6. Sektor Tranportasi dan Komunikasi

Macam Usaha

Jumlah
Satuan
Usaha

Pendapatan
rata-rata per-
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Keterangan

1. Angkutan Bermotor
a. Angkutan orang
1) Bus
2) Minibus
3) Taksi
b. Angkutan Barang
1) Truk
2) Pick up

2. Angkutan Tak bermotor
a. Sado/Delman
b. Becak

c. Gerobak

3. Restribusi Terminal

4. Wartel/Kiostel

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Tranportasi dan Komunikasi Terhadap
Gross Product Desa
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7. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan

Jenis Usaha

Jumlah
Satuan
Usaha

Volume
perdagangan
rata-rata
per-satuan
(x Rp.1000,-)

Persen
rata-rata
pendapatan
(%)

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Kete-
rangan

1. Perbank-an

2. Perkreditan

3. Lumbung Desa

4. Koperasi

5. Assuransi

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Terhadap Gross Product

Desa

SUMDEE & e
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8. Sektor Jasa-jasa Lainnya

Jenis Jasa

Jumlah
Satuan
Usaha

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai
Pendapatan
(x Rp.1000,-)

Jenis Jasa

Jumlah
Satuan
Usaha

Pendapatan
rata-rata per
satuan usaha
(x Rp.1000,-)

Nilai Penda-
patan
(x Rp.1000,-)

1. Jasa Hiburan
a.Bioskop

b.Panggung
Hiburan
c. Pariwisata

2. Jasa Profesi/

Sosial

a. Dokter
Umum

b. Dokter
Spesialis

c. Bidan

d. Notaris/
PPAT

e. Dukun
Bayi/Pijat

f. Pegawai
Negeri

g. Pegawai
Swasta

€. crrrerrreeens
3. Jasa
Perorangan
a. Salon/Rias
Pengantin
b. Tukang
Cukur
c. Penjahit
d. Tukang
Batu/Kayu
€ veen.

4. Jasalainnya

a. Sewa
Peralatan
Pesta

b. Sewa
Rumah/
Kost

c. Sewa
Mobil/
Motor

Jumlah

Jumlah

Jumlah Nilai Produksi

Persentase Sektor Sektor Jasa-jasa LainnyaTerhadap Gross Product Desa

Y U100 o 1= SR
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MODUL | ANALISIS DATA DAN PETA
1 PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan Belajar 1. Analisis Tanah Terindikasi Terlantar

Peta Penggunaan Tanah sesuai dengan Pemberian Hak Atas Tanah (PHAT)
atau Dasar Perolehan Atas Tanah (DPAT) yang berupa penggunaan tanah lama ketika
pemohon mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah. Peta Peggunaan Tanah lama di-
overlay-kan dengan Peta Penggunaan Tanah Saat ini (penggunaan tanah baru),
diidentifikasi ketidaksesuaian penggunaan tanah baru dengan penggunaan tanah lama
sesuai dengan yang dimohon. Peta penggunaan tanah lama diperoleh dari Peta Rencana
Penggunaan Tanah yang merupakan salah satu berkas permohonan HAT atau DPAT yang
tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Peta penggunaan tanah baru diperoleh dari hasil survei lapangan (pemetaan terestris) pada
lokasi yang terindikasi tanah terlantar, atau dengan menggunakan citra satelit (pemetaan
fotogrametris) setelah dilakukan ground check. Hasil overlay yang menunjukan ketidak
sesuaian itulah yang disebut tanah yang terindikasi terlantar

Analisis Data Spasial (Overlay) nya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

PETA
PENGGUNAAN
TANAH LAMA
TIDAK
overlay 5
- SESUAI

PETA

PENGGUNAAN
TANAH BARU

TANAH
TERINDIKASI

Syarat Overlay :
- Skala peta harus sama
- Menggunakan software yang sama

TERLANTAR
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Kegiatan Belajar 2. Analisis Persediaan Tanah

Dalam rangka menyusun perencanaan penggunaan tanah perdesaan,
Kementerian ATR/BPN menggunakan konsep klasifikasi kesesuaian tanah untuk
mendapatkan data dan peta persediaan tanah. Perencanaan penggunaan tanah bukanlah
berarti meng-kapling habis suatu wilayah untuk berbagai tipe penggunaan tanah sehingga
seolah-olah mendikte perencanaan di bidang lain misalnya di bidang ekonomi.
Perencanaan penggunaan tanah dilakukan sebagai tindak lanjut dari perencanaan di bidang
lain, terutama bidang-bidang yang memerlukan tanah. Artinya bahwa perencanaan
penggunaan tanah tidaklah menggariskan apa yang harus diletakkan, tetapi meletakkan apa
yang telah digariskan. Perencanaan penggunaan tanah tidak bisa ada tanpa didahului oleh
perencanaan di bidang lain, misalnya di bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang-bidang
lainnya. Sementara itu, perencanaan ekonomi yang berhubungan dengan tanah, akan
menjadi semrawut tanpa ditintaklanjuti dengan perencanaan penggunaan tanah. Faktor
teknis yang perlu dipertimbangkan dalam upaya untuk mencarikan tempat dari setiap jenis
kegiatan meliputi faktor fisik tanah dan lingkungannya, serta faktor sosial & ekonomi.
Khusus untuk faktor fisik tanah, Kementerian ATR/BPN membuat kriteria kesesuaian
penggunaan tanah menggunakan konsep yang disebut Wilayah Tanah Usaha (WTU).

WTU, pada dasarnya ditujukan dalam rangka mencarikan tempat dari suatu
jenis penggunaan tanah dengan menggolongkan wilayah menjadi beberapa bagian. Oleh
karenanya, suatu daerah atau wilayah dikelompokkan menjadi beberapa wilayah yang
secara fisik memiliki ciri-ciri yang kontras antara wilayah yang satu dengan wilayah
lainnya. Pembedaan pokok dari Klasifikasi wilayah ini terutama didasarkan pada
ketinggian wilayah dari permukaan laut dan kemiringan tanah (lereng). Secara skematis,

konsepsi WTU ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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SKEMA WILAYAH TANAH USAHA Lereng
0,
Tanah Usaha / 40 %

Terbatas 1 }

1.000 m

Iklim sedang, lereng banyak yang
terjal

Tanah Usaha
Utama 2

Daerah peralihan ke iklim sedang,

Tanaman iklim sedang curah hujan banyak

500 m

Pertanian Tanah Keri

Iklim tropik, daerah datar sedikit,
d Perkebunan - Sawah

udara sejuk

100 m

Tanah Usaha c Pertanian Tanah Kering Iklim tropik, daerah datar terbatas
Utama 1 Perkebunan — Sawah
Iklim tropik, pertemuan anak
b sungai, datar, pusat irigasi besar
______________________________________ +25.m
a
K ________________________ +7m

Tanah Usaha
Terbatas 2

""""""""""""" Om

|:> Luas Daerah Berlereng 40 % dan lebih makin besar
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Kegiatan Belajar 3. Analisis Neraca Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah meliputi Penyusunan

Neraca Perubahan Penggunaan Tanah, Neraca Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap
RTRW, dan Prioritas Ketersediaan Tanah

a. Analisis Perubahan Penggunaan Tanah

Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah (PPT) idealnya perlu dilakukan setiap lima

tahun sekali untuk daerah-daerah yang laju pertumbuhannya lambat, dan setiap

maksimal tiga tahun sekali untuk daerah yang laju pertumbuhan-nya cepat.

Oleh karena itulah kondisi penggunaan tanah di suatu wilayah di lapangan perlu

dilakukan pemetaan lagi untuk mengetahui perubahannya. Melalui analisis PPT, dapat

diketahui luas dan lokasi PPT dalam kurun waktu tertentu. Analisis PPT dilakukan

dengan cara overlay Peta Penggunaan Tanah Baru dan Penggunaan Tanah Lama.

Perbedaan antara Peta Penggunaan Tanah Baru dan Penggunaan Tanah Lama itulah

yang merupakan Perubahan Penggunaan Tanah. Contoh Analisis Spasial Perubahan
Penggunaan Tanah Tahun 2014 dan 2019:

PETA
PENGGUNAAN
TANAH
TAHUN 2019

PETA
PENGGUNAAN

TANAH
TAHUN 2014

—

overlay

PETA PERUBAHAN

PENGGUNAAN TANAH

Dari Peta PPT selanjutnya diinventarisasi luas, jenis, dan letak PPT pada kurun waktu

tertentu. Untuk menyederhanakan penyajian data, dilakukan reklasifikasi jenis

penggunaan tanah seperti dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
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Contoh:

Tabel Rincian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2014 — 2019

Penggunaan Tanah | Penggunaan Tanah
No | Kecamatan Tahun 2014 Tahun 2019 Luas (Ha)
Sawah 25
Sawah
Permukiman 75
1 A
Kebun Campuran 50
Kebun Campuran
Permukiman 50
Sawah 40
Sawah
Permukiman 60
2 B
Hutan 35
Hutan
Ladang 30
Sumber: ...

Tabel ini selanjutnya dituangkan pada lampiran sesuai dengan Tabel sebagai berikut:

Contoh:

Tabel Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Tanah Taahun 2014 - 2019

Luas (Ha) Perubahan Penggunaan Tanah
No | Penggunaan Tanah -

9 Tahun Tahun Luas % RataTRhata
2014 2019 (Ha) | Perubahan | Pe;!ahun

(Ha)

1 | Sawah 200,00 65,00 135,00 67,50 15,00

2 | Kebun Campuran 100,00 50,00 50,00 50,00 10,00

3 Hutan 65,00 35,00 30,00 46,15 9,20
4 R .dst... | ..dst... | ...dst... | ..dst... ..dst...

SUMIDET: e




Ringkasan Tabel tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Tabel sebagai berikut:

No

Kelompok Penggunaan
Tanah

Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2014 - 2019

Luas 2014
(Ha)

Luas 2019
(Ha)

Perubahan
Luas (Ha)

%
Perubahan

Rata-Rata
per-Tahun
(Ha)

Budidaya Pertanian

a. Sawah

b. Perkebunan

c. Perikanan

d. Budidaya Pertanian
Lainnya

Budidaya Non Pertanian

a. Perumahan

b. Industri

c. Pertambangan

d.Jasa

e. Budidaya Non
Pertanian Lainnya

Non Budidaya

a. Hutan

b. Tanah Terbuka

c. Padang Rumput

d.Jasa

e. Non Budidaya
Lainnya

Sungai dan Perairan
Lainnya

SUMDET: .

Setelah penghitungan PPT ini selesai, selanjutnya laporan Neraca Penatagunaan Tanah

harus dilengkapi dengan Peta Penggunaan Tanah 2014 (lama) dan Peta Penggunaan
Tanah tAHUN2019 (baru), serta Peta Perubahan Penggunaan Tanah 2014-2019.
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b. Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW

Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Menyusun Matriks Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap arahan fungsi kawasan

dalam RTRW dengan klasifikasi sebagai berikut:

SESUAI: apabila penggunaan tanah yang ada telah sesuai dengan arahan

lahan basah

fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW

Contoh: penggunaan tanah sawah pada fungsi kawasan pertanian

TIDAK SESUALI: apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan arahan

fungsi kawasan dalam dokumen dan Pet RTRW

Contoh: industri pada fungsi kawasan pertanian lahan basah

Penentuan tingkat kesesuaian seperti tersebut di atas mengacu pada Peta RTRW

maupun jenis kegiatan yang dibolehkan untuk setiap fungsi kawasan dalam
dokumen RTRW. Contoh Matriks Kesesuaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Arahan Fungsi Kawasan

No | Penggunaan | per | In |Ja | Pariw | Per | Per | Per Perta | Tana |Ka Hutan | Cagar
Tanah mu | dus | sa |isata | lkan |tam | tanian | nian man wasan | Produk | Alam
Kim | tri an bang | Lahan | Lahan | Tahun | Lin Si
an an Basah | Kering | an dung
1 2 3 4 |5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 | Perkam
pungan/ S T | T S T T T T T T T T
Perumahan
2 | Industri T | S |T T T T T T T T T T
3 | Jasa S S |S S T T T T T T T T
4 | Perdaganga S S |S S S T T T T T T T
n
5 | Sawah 2x T| T |T| T S T S S T T T T
6 |SawahlIx | T T |T| T | s | T | s S T T T T
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1 2 3]4[5] 6 7 [ 8 9 10 11 12 13 14
7| Tegalan/ T T|T| T | s | T| T S T T T T
Ladang
8 | Kebun TiT|T| T | s | T| T S s T T T
Campuran
9 |Perkebunan | | ¢ | 3| 1 | g | T | T S S T T T
Rakyat
10 | Perkebunan | 1 | T |T| T | s | T | T S S T T T
11 |Hutanlebat | T | T |T| T | T | S T T T S S S
12 | Hutan T T|(T| T | T|s | T T T S S S
Belukar
13 | Hutan T TI|T| T | T | s T T T S S S
Sejenis
14 | Tambak T TI|T| T | s | T T T T T T T
15 | Rawa T TI|T| T | s | T T S T T T T
Sumber: ...
Keterangan:
S = Sesuai

T = Tidak Sesuai

Catatan:

2)

Klasifikasi Penggunaan Tanah dan RTRW disesuaikan dengan jenis Penggunaan
Tanah saat ini dan klasifikasi fungsi kawasan RTRW yang masih berlaku

Tingkat kesesuaian penggunaan tanah dapat disesuaikan dengan kondisi setempat
dan keberadaan penggunaan tanah tersebut dalam menunjang fungsi utama

kawasan

Melaksanakan overlay Peta Penggunaan Tanah Saat Ini terhadap Peta RTRW
dengan berpedoman pada matriks kesesuaian.

Analisis Spasial Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
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PETA
PENGGUNAAN

TANAH

PETA KESESUAIAN

— > overlay ———>|| PENGGUNAAN TANAH
TERHADAP RTRW

MATRIKS

KESESUAIAN

PETA
RTRW

Hasil analisis ini selanjutnya dideskripsikan dengan menggunakan format tabel sebagai
berikut:

Contoh Tabel Kesesuaian Penggunaan Tanah Tahun ........

Terhadap RTRW Tahun ...... s/d......... Kabupaten ....... ... Provinsi ...........
No Arahan Fungsi Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW
Kawasan Dalam S . Tidak S .
RTRW esuai idak Sesuai
Luas (Ha) | % Kawasan | Luas (Ha) | % Kawasan
1
2
3
dst
Total
Sumber: ...
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c. Analisis Ketersediaan Tanah

Analisis Ketersediaan Tanah terdiri dari 2 (dua), yaitu Analisis Prioritas

Ketersediaan. Tanah dan Analisis Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditi

Tertentu. Pada prinsipnya, analisis ketersediaan tanah mengacu pada penggunaan dan

penguasaan tanah.

Tanah-tanah yang belum digunakan secara intensif dan belum dikuasai dengan

hak atas tanah (skala besar), dikategorikan sebagai tanah-tanah yang tersedia untuk

berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang. Adapun tanah-tanah yang telah digunakan

secara intensif dan telah dikuasai dengan hak atas tanah (skala besar), masih

dikategorikan tersedia dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah.

1) Analisis Prioritas Ketersediaan Tanah

Langkah-langkah analisis prioritas ketersediaan tanah adalah sebagai berikut:

a). Melakukan overlay Peta Penggunaan Tanah dan Peta Penguasaan Tanah

Penggunaan tanah yang belum intensif (non budidaya) dan belum ada

penguasaan tanah skala besar, dikategorikan tersedia indikatif. Analisis spasial

nya dapat diilustrasikan sebagai berikut (Analisis Spasial I):

PETA
PENGGUNAAN

TANAH

overlay ——>

PETA
PENGUASAAN
TANAH

Kesterediaan Tanah Indikatif

Tersedia
(penggunaan
tanah non

Penggunaan
tanah budidaya
dan atau telah ada
penguasaan tanah
skala besar

budidaya

dan belum ada
penguasaan tanah
skala besar)
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.b). Tanah - tanah yang masih tersedia indikatif sebagai hasil analisis sebelumnya
(analisis 1), selanjutnya di-overlay-kan dengan Peta RTRW vyang telah
dikelompokkan (reklasifikasi) menjadi kawasan lindung (kawasan moratorium

kehutanan) dan kawasan budidaya. Tanah-tanah tersedia indikatif yang terletak

pada kawasan lindung dikategorikan sebagai tersedia terbatas untuk fungsi

lindung, sedangkan tanah-tanah tersedia indikatif yang terletak pada kawasan

budidaya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan arahan tata
ruang (llustrasi Analisis Spasial Il)

Ketersediaan Tanah Indikatif

Tersedia Penggunaan
(penggunaan \ tanah budidaya
tanah non dan atau telah
budidaya ada penguasaan
dan belum ada \ tanah skala
penguasaan tanah \ besar

skala besar)

overlay

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Tersedia

tanah non
budidaya,
belum ada
penguasaan
tanah

skala besar

Kawasan
Lindung

Kawasan
Budidaya

Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersedia
untuk fungsi
lindung

Tersedia

untuk kegiatan
budidaya
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c). Mendeskripsikan luas dan letak tanah-tanah yang tersedia untuk kegiatan

budidaya sesuai RTRW serta tanah-tanah yang tersedia terbatas untuk kegiatan

yang berfungsi lindung, dan menyajikannya pada tabel berikut.

Contoh Tabel Prioritas Ketersediaan Tanah per-Kecamatan

No

Kecamatan

Klasifikasi Ketersediaan Tanah

Luas (Ha)

% Wilayah

a. Tersedia untuk kegiatan
budidaya

b. Tersedia bersyarat untuk
kegiatan berfungsi lindung

c. Sudah ada penguasaan tanah,
namun penggunaan tanah
tidak sesuai dengan fungsi
kawasan

d. Sudah ada penguasaan tanah
dan penggunaan tanah sesuai
dengan kawasan

a. Tersedia untuk kegiatan
budidaya

b. Tersedia bersyarat untuk
kegiatan berfungsi lindung

c. Sudah ada penguasaan tanah,
namun penggunaan tanah
tidak sesuai dengan fungsi
kawasan

d. Sudah ada penguasaan tanah
dan penggunaan tanah sesuai
dengan fungsi kawasan

..dst...

..dst...

..dst...

..dst...

..dst...

..dst...

..dst...

..dst...
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Contoh Ringkasan Tabel Prioritas Ketersediaan Tanah

No Klasifikasi Ketersediaan Tanah Luas (Ha) % Wilayah

I Tersedia

1. Tersedia untuk kegiatan budidaya
sesuai RTRW

2. Tersedia bersyarat untuk kegiatan
lindung

I Telah ada penguasaan tanah dan
atau penggunaan tanah

1. Tersedia dalam rangka penyesuaian
penggunaan tanah (sudah ada
penguasaan tanah, namun
penggunaan tanah tidak sesuai
dengan RTRW)

2. Tersedia dalam rangka penyesuaian
penggunaan tanah (sudah ada
penguasaan tanah, dan penggunaan
tanah sesuai dengan RTRW)

SUMDET: ..t

d). Terhadap tanah-tanah yang sudah digunakan secara intensif dan/atau telah ada
penguasaan tanah (skala besar), dianalisa berdasarkan kesesuaiannya dengan
RTRW. Yang termasuk penguasaan tanah skala besar antara lain tanah-tanah
yang telah diberikan HGU dan HGB untuk badan hokum. Apabila penggunaan
tanahnya sudah sesuai dengan tata ruang, dapat dilakukan berbagai kegiatan
untuk optimalisasi penggunaan tanahnya. Apabila penggunaan tanahnya belum
sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka
penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah. Analisis Ketersediaan Tanah
terhadap tanah ini dilakukan melaui overlay tanah yang dikategorikan tidak

sesuai dengan Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW.
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Ketersediaan Tanah Indikatif

Tersedia Penggunaan
(penggunaan \ tanah budidaya
tanah non dan atau telah

budidaya ada penguasaan
dan belum ada \ tanah skala
penguasaan tanah\ besar

skala besar)

Penggunaan
tanah

Telah ada penguasaan
tanah skala besar

budidaya penggunaan tanah
overlay sesuai
Telah ada Telah ada
penguasaant—s | penguasaan
tanah skala skala besar

besar

penggunaan
tanah tidak

Tidak Sesuai sesuai

Kesesuaian Penggunaan Tanah
Terhadap RTRW

e). Mendeskripsikan luas dan letak tanah-tanah yang sudah ada penguasaan tanah
(skala besar) dan penggunaan tanah yang sesuai dengan tata ruang dan yang
tidak sesuai dengan tata ruang seperti pada tabel prioritas ketersediaan tanah.

). Untuk menyimpulkan hasil analisis dan menyajikannya secara lebih informatif,

hasil analisis dapat ditampilkan pada tabel prioritas ketersediaan tanah.

2) Analisis Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu
Analisis Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu merupakan
pengembangan dari analisis sebelumnya. Tanah-tanah yang tersedia dianalisis lebih

lanjut kesesuaiannya untuk pengembangan kegiatan atau komoditas tertentu yang
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dapat berkontribusi untuk pengembangan wilayah dan penyesuaian penggunaan

tanah dengan tata ruang.

Langkah-langkah analisis-nya adalah sebagai berikut:

a.

Memilih kegiatan dan/atau komoditas yang sesuai dengan karakteristik wilayah
dan arahan pembangunan setempat, sehingga dapat menunjang pengembangan

wilayah dan memudahkan dalam tataran implementasinya;

. Menyusun Peta Ketersediaan Tanah untuk kegiatan dan atau komoditas

tertentu berdasarkan Matriks Kesesuaian, apabila tersedia dapat digunakan Peta
Pewilayahan Komoditas, Peta Arahan Tata Ruang Pertanian, atau data

kesesuaian tanah untuk komoditas tertentu dari Dinas Pertanian setempat;

. Melakukan overlay Peta Prioritas Ketersediaan Tanah dengan Peta Kesesuaian

Tanah;

. Mendeskripsikan luas dan letak tanah-tanah yang dapat dikembangkan untuk

kegiatan atau komoditas tertentu dan menyajikannya pada Tabel Persediaan

Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu seperti pada contoh berikut.
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Contoh Analisis Spasial Ketersediaan Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu

Kesesuaian Perwilayahan atau
Arahan Tata Ruang Pertanian

M)/ Al= Tersedia bersyarat untuk Teh
A2 = Tersedia untuk The sesuai Tata Ruang
Perumahan (B) A3 = Tersedia untuk The dalam rangka optimalisasi
Penggunaan Tanah
Karet (D) B2 = Tersedia untuk Perumahan sesuai Tata Ruang

Kelapa Sawit (D) B3 = Tersedia untuk Perumahan dalam rangka

optimalisasi Penggunaan Tanah
B4 = Tersedia untuk Perumahan dalam rangka

Penyesuaian Penggunaan Tanah

overlay

Tersedia Telah ada penguasaan
Lindung (1)\ tanah, penggunaan
tanah sesuai (3)

Persediaan Tanah untuk Kegiatan/
Komoditi Tertentu

C2 = Tersedia untuk Kelapa Sawit sesuai Tata
Ruang

C4 = Tersedia untuk Kelapa Sawit dalam rangka
penyesuaian Penggunaan Tanah

D3 = Tersedia untuk Karet dalam rangka
optimalisasi Penggunaan Tanah

Ketersediaan Tanah dalam Tata Ruang D4 = Tersedia untuk Karet dalam rangka

penyesuaian Penggunaan Tanah

Tersedia Telah ada penguasaan
Budidaya (2) tanah, penggunaan
Tanah tidak sesuai
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Contoh Tabel Persediaan Tanah untuk Kegiatan Komoditas Tertentu

No

Kegiatan/Komoditas

Klasifikasi Persediaan Tanah

Luas (Ha)

% Wilayah

a.

Tersedia bersyarat

b.

Tersedia sesuai Tata
Ruang

Tersedia dalam rangka
optimalisasi penggunaan
tanah

Tersedia dalam rangka
penyesuaian penggunaan
tanah

Jumlah

Tersedia bersyarat

Tersedia sesuai Tata
Ruang

Tersedia dalam rangka
optimalisasi penggunaan
tanah

Tersedia dalam rangka
penyesuaian penggunaan
tanah

Jumlah

..dst...

..dst ...

..dst...

..dst ...

4

.. dst ...

..dst...

.. dst...

...dst...
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MODUL PENYUSUNAN RISALAH
11 PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan teknis yang diberikan
kepada pemohon (masyarakat) dalam rangka yang bersangkutan mengajukan permohonan
ha katas tanah. Ada 3 (tiga) jenis Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yaitu Penerbitan
Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan lIzin Perubahan Penggunaan Tanah. Dasar hukum
pemberian PTP adalah:

a. PP 128/2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPN;

b. Perkaban 1/2010 tentang tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

c. Perkaban 2/2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapaan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

PTP dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan
dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar penerbitan izin lokasi yang
diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindaahan hak dan untuk
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.

PTP dalam Penerbitan Penetapan Lokasi adalah pertimbangan yang memuat
ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian
keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam
pelaksaanaannya sekarang, PTP Penetapan Lokasi sudah tidak dilakukan lagi dengan
adanya Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum karena subjeknya sama yaitu instansi pemerintah.
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PTP dalam Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah pertimbangan
yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar
pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah.

Sampai saat ini yang dilakukan hanya penerbitan PTP untuk Izin Lokasi (IL) dan
PTP untuk 1zin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). PTP untuk Penetapan Lokasi tidak
dilakukan lagi, PTP Perpanjangan Hak Atas Tanah dan PTP untuk Penguasaan Tanah
Timbul belum dilakukan.

PTP diselenggarakan dengan ketentuan:

a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;

b. Tidak boleh mengganggu penggunaan tanah sekitar;
c. Memenuhi azas berkelanjutan;

d. Memperhatikan azas keadilan;

e. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyusunan dan Penerbitan Pertimbangan Teknis dilaksanakan oleh Tim PTP
Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

a. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

b. Ketua merangkap anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;

c. Sekretaris merangkap anggota : Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;

d. Anggota : Unsur Teknis di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Untuk kelancaran tugas, tim ini dibantu oleh Sekretariat dan Petugas Lapangan.

Sumber Data dan Informasi dalam rangka penyusunan PTP diperoleh dari:

a. Pengumpulan data lapangan;

b. Neraca PGT Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional;

c. Data dan informasi lain yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperlukan
PTP untuk 2 (dua) jenis kegiatan tersebut meliputi pembuatan Risalah PTP yang
dilengkapi dengan peta-peta PTP.
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Kegiatan Belajar 1 : PTP lzin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh
tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau
kegiatannya (Pasal 1 huruf 1 Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2018).

Riwayat Dasar Hukum yang berkaitan dengan lzin Lokasi:
a. PMNA/KBPN No. 2 tahun 1993 tentang Tatacara memperoleh Izin Lokasi dan
HAT bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
b. Keputusan MNA/KBPN No.22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Izin Lokasi
c. PMNA/KBPN No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yg memuat tentang: Ketentuan
umum mengenai Izin Lokasi, kapan izin lokasi diperlukan, hak dan kewajiban
pemegang izin lokasi, perlindungan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas
tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi terutama pemegang hak atas tanah
d. Permen ATR/KPBN No.5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
e. Permen ATR/KBPN No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen
ATR/KPBN No.5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
f. Permen ATR/KPBN No.14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.
Cakupan Pelayanan Izin Lokasi:
a. Subyek . Perusahaan swasta
b. Luas Tanah : Untuk Usaha Pertanian > 25 ha.
Untuk Usaha Non Pertanian < 1 ha
c. ljin Lokasi berlaku selama:
- 1 tahun untuk luas tanah usaha sampai dengan 25 ha.
- 2 tahun untuk luas tanah antara 25 ha s/d 50 ha.
- 3tahun untuk luas tanah lebih dari 50 ha
d. lzin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya 1 tahun bila perolehan tanah belum
selesai tetapi harus sudah mencapai 50 % dari luas yang ditunjuk dalam izin lokasi.
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Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal, apabila tanah yang
akan diperoleh :

a. Merupakan Inbreng dari para pemegang saham;

b. Merupakan Tanah yg sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan
pelaksanaan rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut sepanjang jenis
peruntukannya sama, dan untuk itu telah distujui oleh instansi yang berwenang;

c. Diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;

d. Berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai
dengan RTR kawasan pengembangan tsb;

e. Diperlukan untuk perluasan usaha dan sudah memperoleh ijin, serta letaknya
berbatasan dengan lokasi usaha yg bersangkutan;

f. Tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan ybs dengan ketentuan bahwa tanah-tanah
tersebut terletak di lokasi yang menurut RTR yang berlaku diperuntukkan bagi

penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Kegiatan Belajar 2 : PTP lzin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

IPPT adalah izin untuk merubah status penggunaan tanah dari pertanian menjadi
tanah pekarangan atau non pertanian. Ruang lingkup IPPT meliputi penyelesaian
administrasi pertanahan untuk bidang tanah yang akan dirubah penggunaannya. Selain itu
juga perolehan tanah yang tidak melalui izin lokasi dg ketentuan di bawah 25 ha untuk
pertanian, di bawah 1 ha utk non pertanian, inbreng apabila ada perubahan penggunaan
tanah, dan perluasan areal yang berbatasan dengan tanah yang sudah diberi izin lokasi.

Persyaratan pengajuan IPPT yang harus dipenuhi adalah keterangan identitas
pemohon dan kelengkapan data yuridisnya, dan keterangan fisik tanah yang meliputi:
sketsa letak lokasi, pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah dan tahapan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 36 bulan, serta rekomendasi dari
instansi teknis terkait.
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